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ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana perspektif
siyasah dusturiyyah terhadap Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan
(statuta approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum yang terdiri bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan),
sekunder (buku dan jurnal), dan tersier (kamus bahasa Inggris-Indonesia). Metode
analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian ini menggambarkan, pertama, pembentukan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
diwarnai dengan adanya konfigurasi politik oleh pihak pro dan kontra dalam
tubuh DPRD Kota Yogyakarta dengan pemerintah Kota Yogyakarta sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetapkan peraturan tersebut.
Konfigurasi politik yang terjadi dalam pembentukan Perda tersebut adalah
konfigurasi politik demokratis yang menggunakan cara musyawarah untuk
menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Kedua, Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara
substansial sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyyah yang mengedepankan nilai-
nilai ajaran Islam dan hak-hak dasar manusia seperti memberikan kepastian,
persamaan, dan keadilan hukum bagi masyarakat dengan menjaga kesehatan jiwa
sekaligus mengatur aktivitas sosial ekonomi masyarakat agar kehidupan dapat
berjalan dengan baik.

Kata kunci: politik hukum, siyasah dusturiyyah.



ABSTRACT

This thesis examines the Legal Politics of the Establishment of Yogyakarta
City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas
from the Perspective of Siyasah Dusturiyyah. This study aims to examine how the
legal politics of the formation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 2
of 2017 concerning No-Smoking Areas and how is Siyasah Dusturiyyah's
perspective on Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017
concerning No-Smoking Areas ?. This type of research is normative legal research
with a statutory approach (statutory approach. The type of data used in this study
is legal material consisting of primary (statutory), secondary (books, journals) and
tertiary (dictionary) legal materials. English-Indonesian) Data analysis method
used is descriptive-analytic and data collection using library research (library
research).

The results of this study illustrate, first, that the formation of Yogyakarta
City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning No-Smoking Areas is
colored by the political configuration by the Pros and Cons of the Yogyakarta
City DPRD and the Yogyakarta City government so that it takes quite a long time
to enact these regulations. The political configuration that occurs in the formation
of the Perda is a democratic political configuration that uses deliberation to absorb
the various aspirations of the community. Second, the Yogyakarta City Regional
Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas is substantially in
accordance with the principle of siyasah dusturiyyah which prioritizes Islamic
values and basic human rights such as providing certainty, equality and legal
justice for the community by maintaining mental health at the same time.
regulating the socio-economic activities of the community so that life can run
well.

Keywords: legal politics, siyasah dusturiyyah.
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MOTTO

/ Nohansu-hansurana bhadha somano kono hansuru liwu, \

nohansu-hansuruana liwu somano kono hansurru adhati,

nohansu-hansuru ana adhati sumanomo kono hansuru agama

(biarkan hancur badan asalkan jangan hancur negeri, biarkan
hancur negeri asalkan jangan hancur adat biar hancur adat

asalkan agama jangan hancur)

\ (Sangia Latugho, Raja Muna XV) /

Hukum adalah jalan menuju kebenaran dan keadilan adalah
muaranya.

(Aris Darmawan Al Habib)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian
perpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri
pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22

januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
Tidak
\ Alif Tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B) ra’ R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye




U= sad S es (dengan titik di bawah)
U= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbaik di atas

¢ Gain G Ge

< fa’ F Ef

T Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Wawu W We

J ha’ H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

¢ ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

Ditulis

Ditulis

muta’aqqidin

‘iddah

C. Ta’ marbutah




1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

ditulis

Hibbah

Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang

“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

c«\-’d‘j‘}“ 4.A\JS

Ditulis

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t.
hdllBlS Ditulis zakatul fitri
D. Vokal Pendek
Kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

Xi




a
fathah + alif ditulis
jahiliyyah
lala ditulis
a
fathah + ya’ mati ditulis
yas’a
e ditulis
1
kasrah + ya’ mati ditulis
karim
B ditulis
u
dammah + wawu mati ditulis
furad
F. Vokal Rangkap
ai
fathah + ya’ mati ditulis
bainakum
aSiw ditulis
au
fathah + wawu mati ditulis
gaulukum
JsA ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
A ditulis a’antum
e ditulis u’idat
A3 SE A ditulis la’in syakartum
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H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah

Ol ditulis al-Qura’an

ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

clad) ditulis as-Sama’

i ditulis asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

was Al (55 ditulis zawi al-furtid

28 Jal ditulis ahl al-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum.
Konsep ini mengandung ide bahwa hukum menjadi pemegang kendali (leader of
control) dalam urusan negara. Konsekuensi logisnya ialah segala proses yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus diselesaikan melalui jalur
hukum yang berlaku. Pada tahun 1945, Indonesia telah menentukan arah
pembangunan hukumnya dengan merombak tatanan yang lama dan
menggantikannya dengan yang baru yang didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita
Indonesia.! Cita-cita yang berporos pada arah pembangunan nasional itu
berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Hal bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak dan
kewajiban yang sama didepan hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang ada di Republik Indonesia,
juga memiliki kuasa untuk membentuk peraturan. Peraturan yang secara hakikat
dan konsep bertujuan untuk melindungi hak asasi warganya baik itu dibidang
kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Upaya ini
merupakan kerja nyata dan manuver untuk menghadirkan daerah Yogyakarta yang
sehat, cerdas, humanis, dan berbudaya. Salah satu peraturan daerah yang dibuat
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hadirnya peraturan ini

! Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, cet. Il (Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara, 2006), him. 152.



mengejawentahkan dan mendukung amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2012 tentang Kesehatan yang menghargai manusia untuk mendapatkankan
kesehatan dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Peraturan daerah
ini, Kawasan Tanpa Rokok dapat meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat
proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum,
tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.” Tentu melalui
Perda ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta menginginkan kawasan yang steril
dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi produk tembakau sehingga
kehidupan sosial kemasyarakatan jauh dari paparan asap rokok yang berbahaya
bagi kesehatan.

Secara historis, pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
bukan sesuatu yang mudah dan cepat. Hal ini disebabkan oleh terjadinya
konfigurasi politik yang cukup alot dari pemerintah Kota Yogyakarta karena
perbedaan alasan dan pandangan politik. Perbedaan itu juga terdapat dalam
masyarakat yang mendukung dan menolak adanya rancangan peraturan daerah
tersebut. Hal ini menyebabkan pembahasan raperda semakin memanas karena
tiap-tiap pemangku kepentingan memainkan peran politiknya demi mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, para pemangku kebijakan juga harus
memperhatikan materi hukum yang akan dibentuk sehingga peraturan tersebut
nantinya dapat menjamin kepastian, keadilan, dan persamaan hukum secara
maksimal bagi semua masyarakat. Akhirnya pembahasan Raperda kawasan tanpa

rokok tersebut membutuhkan waktu yang lama dan disksui yang berkepanjangan.

*Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok



Sujanarko menjelaskan bahwa pembahasan Raperda KTR di Kota Yogyakarta
memakan waktu cukup lama. Raperda ini sudah ada sejak Prolegda 2012.
Pembahasan sempat terhenti hingga akhirnya dimasukkan lagi dalam Prolegda
2015. Materi dalam Raperda ini mengalami perdebatan yang cukup alot karena di
Prolegda Raperda ini muncul dengan nama Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR),
sementara menurut UU seharusnya diberi nama KTR. Perdebatan itu diakhiri
dengan mengambil nama sesuai perintah UU, yaitu KTR. Pada waktu itu juga
muncul polemik ketika Walikota sudah mengeluarkan Perwal dengan nama KTR
ketika Raperda masih bahas. Untuk itu materi dalam Perwal itu harus direvisi
menyesuaikan dengan Perda.®

Ranny Widayati (Wakil Ketua Il DPRD Kota Yogyakarta) seperti ditulis di
radarjogja.com juga memperjelas bahwa Raperda itu dimunculkan masuk dalam
Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2012, tahun 2013, dan hingga akhir 2014
Perda KTR gagal disahkan. Rany mengaku Raperda KTR gagal disahkan meski
sudah masuk Prolegda sejak 2012. Dewan memiliki komitmen menerbitkan Perda
KTR namun hal itu belum bisa dilakukan karena masih adanya perbedaan cara
pandang. Perbedaan itu seperti menyangkut nasib para petani tembakau,
pengusaha tembakau, dan lain-lain.*

Perdebatan panjang dari pemerintah Kota Yogyakarta ini merupakan sebuah
pilihan sekaligus strategi politik hukum. Pertama, mengingat bahwa jumlah
perokok di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Berdasarkan penelitian

Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 yang dikutip oleh

3Setwan.jogjakota.go.id diakses pada tanggal 2 Agusutus 2020
*Radarjogja.jawapos.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2020



sindonews bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk ke dalam
15 besar angka perokok tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 31,6% dan Kota
Yogyakarta kedua tertinggi dalam Provinsi yakni sebesar 26,2%.° Data ini
menunjukan bahwa potensi kerusakan lingkungan udara dan kesehatan
masyarakat cukup tinggi akibat oleh paparan asap rokok sehingga perlindungan
hukum adalah sebuah keharusan.

Akan tetapi, dukungan dan perlindungan terhadap bisnis dan produsen
rokok tetap harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga pergerakan roda
perekonomian masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh serapan tenaga kerja
yang sangat banyak oleh perusahaan rokok yang dapat membantu penurunan
angka pengangguran dan dapat meningkatkan level kesejatahteraan masyarakat.
Dikutip dari Tempo.CO menyebutkan bahwa industri rokok kretek di Yogyakarta
menampung ribuan tenaga kerja dari kalangan miskin dan berpendidikan rendah.
Mayoritas mereka adalah perempuan yang dipekerjakan sebagai pelinting rokok
sehingga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.° Selain itu, kampanye
tentang Jogja Sehat Tanpa Tembakau menyebabkan penghasilan para petani
tembakau menurun secara signifikan sehingga kelompok ini menolak adanya
peraturan berkaitan dengan kawasan tanpa rokok.

Hal-hal diataslah yang menjadikan pembentukan peraturan daerah Kota
Yogyakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok bermasalah sehngga membutuhkan
waktu yang sangat lama yaitu kurang dari 8 tahun untuk penetapannya. Masalah

tersebut disebabkan adanya konfigurasi politik yang dibangun oleh tiap elemen

Shttps://daerah.sindonews.com/berita/1350964 diakses pada tanggal 29 Juli 2020
®Tempo.co diakses pada tanggal 29 Juli 2020
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pemangku kepentingan. Konfigurasi politik tersebut merupakan hasil dari politik

hukum yang dimainkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta baik pihak Walikota

maupun pihak DPRD. Berdasarkan informasi di atas secara jelas bahwa politik
hukum memainkan peran yang paling vital dalam pembentukan peraturan daerah

Kota Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, peneliti mencoba

melakukan telusur akademik tentang politik hukum pembentukan Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

perspektif siyasah dusturiyyah.

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa

pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

2.  Bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah terhadap peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Untuk menganalisa dan menjelaskan politik hukum pembentukan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok

2. Untuk menganalisa dan menjelaskan perspektif siyasah dusturiyyah
terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Kawasan Tanpa Rokok.



Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan
pengetahuan dan informasi dalam memahami politik hukum pembentukan
peraturan perungan-undangan terutama pada peraturan daerah bagaimana
perspektif siyasah dusturiyyah dalam mengungkap nilai-nilai Islam yang
terkandung dalam peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan
kawasan tanpa rokok.

2.  Secara praktik,penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah rujukan bagi
civitas akademika, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam
memecahkan problem hukum yang berkenaan dengan politik hukum dalam
menentukan, merancang, dan merumuskan kebijakan hukum yang dapat
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

D. Telaah Pustaka
Penelitian ini tidak terlepas dari kajian atau studi terdahulu.Kajian penelitian

yang peneliti sajikan tentu memiliki beberapa kesamaan dengan tema yang

dibahas sehingga dapat diperoleh acuan landasan teori dan perbandingan dengan
penelitian sebelumnya, sehingga bisa diketahui perbedaan fokus, metode dan jenis
penelitian yang sebelumnya.

Pertama, Desertasi Julianto Jover Jotam Kalalo “Politik Hukum
Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan”.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan

historis, pendekatan konsep, dan pendekatan filosofis.Teori yang digunakan



adalah teori politik hukum, teori living law, teori keberlakuan hukum, teori
keadilan hukum, teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum. Penelitian ini
menunjukkan bahwa politik hukum dalam perlindungan terhadap hak ulayat
berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis di daerah perbatasan belum
maksimal dan belum sesuai dengan pada nilai Pancasila dan cita-cita Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan hukum dalam
perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah
perbatasan belum dapat terimplementasikan secara maksimal. Hal-hal yang dapat
dilakukan untuk melindungi hak ulayat masyarakat hukum adalah dengan
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang ada, pengakuan terhadap
perlindungan hukum hak ulayat di daerah perbatasan, dan memberikan
kewenangan khusus kepada persekutuan masyarakat adat dalam mengatur hak
ulayat di daerah perbatasan.’

Kedua, Tesis Abdul Wahab “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang
di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum
Pendidikan”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Terdapat tiga
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sejarah,
pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum.Teori yang digunakan
adalah teori politik hukum, teori negara hukum, teori efektivitas hukum, teori
peraturan perundang-undangan, dan teori demokrasi. Penelitian ini menunjukkan
bahwa pembentukan RUU BHP dalam RUU Prolegnas inisiatif dari pemerintah

sehingga Presiden menunjuk Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum dan HAM

"Julianto Jover Jotam Kalalo “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat di Daerah Perbatasan”, Desertasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)



sebagai perumus dari naskah akademik dan BHP. Setelah RUU BHP ini disahkan
oleh Presiden sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan, tidak kurang dari dua bulan lima kelompok masyarakat
mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya putusannya
membatalkan Undang-Undang BPH secara keseluruhan. Melihat kenyataan
pembentukan Undang-Undang yang membutuhkan biaya cukup mahal dan
menghabiskan waktu yang cukup lama namun tidak sesuai dengan harapan bahwa
Undang-undang yang dibentuk akan memberikan harapan, manfaat, berlaku lama,
dan tercapainya tujuan. Konfigurasi politik hukum yang demokrasi tidak akan bisa
berjalan apabila tidak sesuai dengan dengan aspek eksternal seperti budaya
hukum, struktur hukum, dan substansi hukum.®

Ketiga, Tesis Terry Abdulrahman M.  Perspektif Politik Hukum Pidana
Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat
Penyidikan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Teori
yang digunakan adalah teori politik hukum pidana dan politik peraturan
perundang-undangan.Penelitian ini menujukkan bahwa perspektif politik hukum
pidana terhadap Rancangan Undang-Undang KPK Tingkat penyidikan yaitu
terdapat beberapa hal pokok dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU KPK yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa,
dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan yaitu pembentukan Dewan

Pengawas yang mengintervensi independensi dalam penegakkan hukum KPK,

SAbdul Wahab  “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan” Tesis, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2012)



munculnya dualism pimpinan KPK, serta hilangnya kemandirian dalam
melakukan rekruitment penyelidik dan penyidik.’

Keempat, Tesis Daniel Harianja “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data
Pribadi di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.
Penelitian ini menggunakan teori politik hukum.Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap data sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Kemudian, pengaturan terhadap perlindungan atas data
pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan
yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan dan penjagaan terhadap informasi
data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan hukum yang dapat melindungi
data masyarakat secara maksimal.*

Kelima, Tesis Shafrudin “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Kejahatan”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif
empiris.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum
pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana
merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi,

tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahap tersebut dilihat sebagai suatu

Terry Abdulrahman M. “Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-
Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”, Tesis, (Lampung: Universitas
Bandar Lampung, 2017)

YDaniel Harianja “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Tesis,
(‘Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)
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usaha atau proses rasional yang direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan
tertentu dan harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas.™

Keenam, Tesis Susanto “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional:
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan teori politik hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan politik telah mempengaruhi dalam
pembentukan produk hukum salah satunya berkenaan dengan sistem pendidikan
nasional. Ada lima pengaruh politik terhadap pendidikan vyaitu, politik
berpengaruh pada penciptaan nilai-nilai dan harapan warga tentang apa yang
dibuthkan oleh negara, politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, politik
berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan, politik berpengaruh pada sistem

persekolahan, dan politik berpengaruh pada mutu lulusan.*?

Tabel 1. Kajian Pustaka

NO | Penulis Judul Pendekatan Hasil Penelitian
Penelitian

1 Julianto Politik Hukum | Penelitian bahwa politik hukum

Jover Jotam | Perlindungan Hak | normatif. perlindungan hak

Kalalo Ulayat Masyarakat | Pendekatan | ulayat di  daerah
Hukum Adat di | undang- perbatasan

Daerah Perbatasan | undang, berdasarkan  aspek

konsep, filosofis, sosiologis,

historis, dan | dan yuridis belum

filosofis optimal dan sesuai

dengan nilai-nilai

“Shafrudin “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”, Tesis,
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)

2Susanto “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum
Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta:
2016)
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Pancasila dan yang
dicita-citakan  oleh
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik  Indonesia
Tahun 1945.

Abdul
Wahab

Politik Hukum
Pembentukan
Undang-Undang di
Indonesia  (Studi
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2009 Tentang
Badan Hukum
Pendidikan

Penelitian
normatif
empiris.
Pendekatan
sejarah,
pendekatan
kasus,dan
pendekatan
perbandinga
n hukum

Pembentukan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2009 tentang Badan
Hukum
Pendidikanyang
cukup mahal dan
menghabiskan waktu
yang cukup lama
akan tetapi tidak
sesuai dengan
harapan bahwa
Undang-undang
yang dibentuk akan
memberikan
harapan, manfaat,
berlaku lama, dan
tercapainya tujuan.
Konfigurasi politik
hukum yang
demokrasi tidak akan
bisa berjalan apabila
tidak sesuai dengan
dengan aspek
eksternal seperti
budaya hukum,
struktur hukum, dan
substansi hukum

Terry Abdul
Rahman M.

Perspektif  Politik
Hukum Pidana
Terhadap
Rancangan
Undang-Undang

Penelitian
normatif
empiris.
Teori politik
hukum

Politik
pidana
Rancangan
Undang-Undang
KPK Tingkat

hukum
terhadap
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Komisi pidana dan | penyidikan  vyaitu
Pemberantasan politik dengan adanya
Korupsi ~ Tingkat | peraturan beberapa hal pokok
Penyidikan perundang- | dalam hal
undangan. pengharmonisasian,
pembulatan,  dan

pemantapan
konsepsi RUU
KPK yang

mencakup

perubahan
nomenklatur, frasa,
dan  kewenangan
KPK pada tingkat

penyidikan.
Daniel Politik Hukum Penelitian eksistensi peraturan
Harianja Dalam normatif. perundang-undangan
Perlindungan Data | Pendekatan | di Indonesia dalam

Pribadi di perundang- | perlindungan data
Indonesia undangan telah ada dalam

beberapa aturan.
Kemudian,
pengaturan
perlindungan atas
data pribadi dalam
hukum positif di
Indonesia seharusnya
memiliki tata
kearsipan yang
sistematis dan efektif
sehingga pelayanan
penyajian informasi
berkaitan dengan
data pribadi dalam
rangka pelaksanaan
kegiatan mempunyai
arti yang sangat
penting.
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Shafrudin Pelaksanaan Politik | Penelitian pelaksanaan politik
Hukum Pidana normatif hukum pidana
Dalam empiris. merupakan
Menanggulangi | Teori politik | penegakan kebijakan
Kejahatan hukum melalui beberapa
pidana tahap yaitu tahap
formulasi, tahap
aplikasi, dan tahap
eksekusi. Ketiga
tahap tersebut dilihat
sebagai suatu usaha
atau proses rasional
yang direncanakan
untuk mencapai
sebuah tujuan
tertentu dan harus
merupakan suatu
jalinan mata rantai
aktivitas
Susanto Politik Hukum dan | Penelitian Kekuatan  politik
Sistem Pendidikan | normatif. telah
Nasional: Pengaruh | Pendekatan | mempengaruhi
Politik Hukum | peraturan dalam pembentukan
Terhadap  Sistem | perundang- | produk hukum
Pendidikan undangan salah satunya
Nasional berkenaan dengan

sistem  pendidikan
nasional. Ada lima

pengaruh politik
terhadap

pendidikan  yaitu,
politik berpengaruh
pada penciptaan
nilai-nilai dan
harapan warga

tentang apa Yyang

dibuthkan oleh
negara, politik
berpengaruh  pada

anggaran
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pendidikan, politik
berpengaruh

terhadap  sumber
daya  pendidikan,
politik berpengaruh
pada sistem
persekolahan, dan
politik berpengaruh
pada mutu lulusan.

Melalui kajian pustaka diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki
bagian kesamaan yaitu pada jenis penelitian. Namun pada bagian pendekatan,
penulis menggunakan pendekatan politik hukum dan pendekatan siyasah
dusturiyyah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, pada
bagian utama memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian saya berfokus
pada politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan perspektif siyasah dusturiyyah
terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya, peneliti akan menganalisa persoalan
tersebut menggunakan teori politik hukum dan siyasah dusturiyyah. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan komprehensif
mengenai bagaimana diskusi dan manuver politik yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membentuk kebijakan tersebut serta dapat
melihat bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan kepastian, persamaan,

dan keadilan hukum kepada kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta.
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E. Kerangka Teoretik

1. Politik Hukum

Politik dalam KBBI berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau
kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintah), segala urusan
dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara
atau terhadap negara lain.®® Andrew Heywood dalam Miriam Budiarjo
menjelaskan bahwa politik adalah adala suatu kegiatan suatu bangsa yang
bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-
peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak terlepas dari
gejala konflik dan kerja sama.* Jadi, politik merupakan sebuah strategi yang
dilakukan oleh pemerintahan negara dalam menentukan arah kebijakan atau
menetapkan sebuah peraturan demi kepentingan bersama.

Kemudian, kata hukum dalam KBBI berarti peraturan atau adat yang secara
resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
undang-undangan, peraturan, dan sebagaianya untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwva (alam dan
sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim
(dalam pengadilan).*> Amin dalam Kansil menjelaskan bahwa hukum adalah
kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-

sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban

Bhitps://kbbi.web.id diakses tanggal 1 Agustus 2020

Y“Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2007), him. 16.

Bhitps://kbbi.web.id diakses tanggal 1 Agustus 2020
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dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.'® Hukum
adalah sebuah perangkat yang bersifat mengatur dan mengikat yang digunakan
oleh negara untuk melindungi warga negara.

Apabila digabungkan maka politik hukum merupakan sebuah arah atau
strategi dalam pembentukan peraturan. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik
hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar
berpijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka
mencapai tujuan bangsa dan negara. Hal demikian merupakan upaya untuk
menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara sehingga politik
hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang hendak diapakan hukum
dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.’

Kemudian, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa jika ilmu hukum
diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan
politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa
berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara,
hukum administrasi negara dan sebagainya. Disinilah dapat ditemukan argumen
mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.'® Penjelasan
tersebut diatas menunjukan bahwa terdapat konektivitas yang kental antara hukum
dan politik dalam ilmu pengetahuan.

Politik dan hukum merupakan hal yang saling berkaitan dan mendukung

dalam pembentukan sebuah kebijakan. Ada beberapa hubungan yang dapat

6 C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka Indonesia, 1992), him. 11.

YMahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him. 15-16.

¥Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), him. 7-8.
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dijelaskan secara spesifik antara hukum dan politik. Setidaknya terdapat tiga
macam jawaban yang bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan
politik dalam kerangka hukum nasional antara lain sebagai berikut:
a. hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik
diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
b. politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atas
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan
bersaing.
c. politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi
yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang
lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi
begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan
hukum.*®
Mahfud MD mengatakan bahwa dalam hubungannya tolak tarik antara
politik dan hukum maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena
subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum
sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam
kedudukan yang lemah.Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik maka
menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa kerap kali otonomi hukum di
Indonesia ini diintervensi oleh politik.*

Dalam konteks ini kita perlu mengkaji politik hukum dari sisi apakah

aspirasi yang tergali dari masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam

Bpid, him. 9.
2pid, him. 13.
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perumusan hukum oleh penyelenggara negara atau sebaliknya.Karena suatu aturan
perundang-undangan dapat dikatakan baik dan diakui eksistensinya oleh
masyarakat apabila mempunyai keabsahan secara sosiologis, filosofis dan yuridis.
Keabsahan sosiologis (seziologisce geltung) diartikan sebagai penerimaan hukum
oleh masyarakat artinya bukan hanya ditentukan oleh paksaan negara.Keabsahan
filosofis (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum tersebut
mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi rechtsidee.
Sedangkan keabsahan secara yuridis (juritische geltung) dijelaskan sebagai
kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur oleh
peraturan yang lebih tinggi.** Oleh karena itu, hukum yang bermanfaat dan
berguna harus memiliki landasan-landasan fundamental tersebut agar dari segi
substansi tidak cacat hukum.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, politik hukum memiliki kajian atau
ruang lingkup. Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik
hukum.

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam
bentuk sebuah rancangan perundang- undangan oleh penyelenggara negara
yang berwenang merumuskan politik hukum.

c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik

hukum.

2!Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta:
Gunung Agung, 2002), him. 114-115.
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d. Peraturan perundang — undangan yang memuat politik hukum.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum,
baik yang akan datang dan telah ditetapkan.

f. Pelaksananaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan
implementasi dari politik hukum suatu negara.??

Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana
proses- proses yang tercakup enam wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah
legal Policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dan
enam wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain.? Oleh karena itu, untuk
menggali masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teori dari Prof.
Mahfud MD tentang politik hukum yaitu dengan melihat arah dan garis kebijakan
hukum (legal policy) serta konfigurasi politik yang terjadi didalam pembentukan
Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

2. Siyasah Dusturiyyah

Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa yasusu
yang artinya,mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.
Abdul Wahhab Khalaf dalam Imam Amrusi mendefinisikan siyasah sebagai
undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslhatan serta

mengatur berbagai hal. Abdurrahman yang mengartikan siyasah sebagai hukum

?|mam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres,
2005), him. 51.
®Ibid, him. 52.
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dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan
negara lain. **

Kata siyasah juga diartikan sebagai pengambilan keputusan, pemerintahan,
pembuat Kkebijakan, pengawasan, pengurusan, atau perekayasaan. Selanjutnya
siyasah terkadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang
membawa kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan sedangkan
pengertian siyasah secara istilah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan
tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan pilitik luar
negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar istigomah dan
keadilan.?

Siyasah atau dapat juga dimaknai sebagai politik hukum Islam merupakan
pembahasan yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan yang berdasarkan
nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut dengan menciptakan kemaslahatan dan
menolak atau mencegah kemudharatan. Kemudian yang dimaknai dengan urusan
umum dalam pemerintahan yang bernafaskan Islam merupakan segala sesuatu
tuntutan zaman, sistem dan kehidupan sosial, baik yang berupa hukum, undang-
undang, keuangan, peradilan dan lembaga eksekutif dan juga urusan undang-
undang hubungan luar negeri dan dalam negeri atau maka untuk mengatur semua
urusan ini, teori dan prinsip dasarnya serta membuat peraturan-peraturannya yang

sesuai dengan dasar hukum adalah politik hukum Islam.?®

2 lmam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), him. 6-
7.

% Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet IV (Jakarta: Raja
Grafndo Persada, 1999), him. 22-23.

%6 Abdul Wahhab Khalaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana,
1994), him. 7.
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Kemudian, kata dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan
hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara,
baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).?” Abu A’la
al-Maududi dalam Muh. Igbal mengartikan kata dustur dengan: Suatu dokumen
yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu
negara sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama
dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam
bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah
mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas.”®

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari Fikih Siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.
Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin
dalam prinsipprinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di
dalam Al-Qur’an dan siyasah dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-
undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya
kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah dusturiyyah tidak dapat
dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik Al-Qur’an, hadist, magasid al-
syari’ah, serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.?®

Siyasah dusturiyyah juga membahas masalah perundang-undangan negara,

mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang

"Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Sivasah Dusturiyyah)
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), him. 19.

%8 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2007), him. 154.

2 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2007), hIm. 52.
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berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.*
Kemudian, pada bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-
Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu
negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan
negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.®*

Suyuti  Pulungan menjelaskan bahwa pembahasan dalam Siyasah
dusturiyyah meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif (siyasah
tasyri’iyah), peradilan oleh lembaga yudikatif (sivasah qada’iyyah) dan
administrasi pemerintah eksekutif (siyasah idariyyah).®* Hak-hak setiap individu
wajib dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum. Sebagaimana suatu
negara dan rakyat dalam negara tersebut juga harus melindungi hak-hak
individual.** Dalam pembahasan hak-hak individu terdapat konsep dan prinsip
Islam dalam perumusan dasar negara (figh siyasah dusturiyyah) yang
mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di
hadapan hukum tanpa diskriminasi.®*

Ada beberapa kajian atau batasan pembasan siyasah dusturiyyah. Ruang
lingkup siyasah dusturiyyah antara lain meliputi: persoalan imamah, hak dan

kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan baiat, persoalan

%0Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan, him. 20.

31 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Yofa
Mulia Offset, 2007), him. 153.

%2 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta : Ombak, 2014), him. 43.

%3 Syaukat Husain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
him. 54.

% Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002),
him. 40.
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waliyul ahdi, persoalan perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh
dan perbandingannya.®> Kemudian, untuk membentuk sebuah peraturan maka
harus menggunakan beberapa sumber hukum. Terdapat beberapa sumber atau
dasar hukum pelaksanaan figh siyasah dusturiyyah. Sumber tersebut antara lain
yaitu:*

1. Al-Qur’an vyaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip
kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran.

2. Hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasullah
SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

3. Kebijakan-kebijakan Khulafaur al-Rasyidin di dalam mengendalikan
pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya
pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada
kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada besarnya kemaslahatan
rakyat.

4. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah figh siyasah dusturiyyah ijtihad
para ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip figh
siyasah dusturiyyah. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah
terjamin dan terpelihara dengan baik.

5. Sumber dari adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadist.

Berdasarkan informasi diatas, siyasah dusturiyyah adalah sebuah strategi

atau politik pembentukan sebuah peraturan atau kebijakan negara untuk

% A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 47.
% A. Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), him. 53-54.
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memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat agar dapat
membawa kebaikan dan kemanfaatan serta terhindar dari keburukan yang digali
dari sumber hukum yang telah ditetapkan dan yang berkembang didalam sosial
kemasyarakatan.
F.  Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskam bahwa, ditinjau dari segi tujuannya, maka
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif
dan penelitian hukum empiris.>” Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang spesifik pada politik pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kajian hukum normatif ini untuk menjawab pertanyaan tentang Politik Hukum
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyyah tentang
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang akan berusaha
menyajikan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum untuk menjawab
masalah hukum yang hadir untuk dianalisis dan disusun secara proporsional agar
mendapatkan jawaban yang komprehensif dan sesuai dengan rumusan masalah
yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

¥Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2005), him. 51.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (statuta approach). Pendekatan perundang-undangan adalah
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.®® Pendekatan ini adalah
berusaha untuk mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan untuk
memecahkan masalah politik hukum pembentukan sebuah peraturan.
4. Data dan Sumber Data
Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012
Tentang Penggunaan Tembakau Bagi Kesehatan;

5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 2)

2. Bahan Hukum Sekunder

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2005), hIm.137.
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Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan, memuat,

dan membahas rumusan masalah penelitian ini dalam bentuk buku, jurnal,

dan lainnya. Beberapa referensinya sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Kawasan Tanpa
Rokok, naskah akademik, beserta risalah pembahasannya;

Buku “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia” karya Sajipto Raharjo;
Buku “Dasar-Dasar Politik Hukum” karya Imam Syaukani dan Ahsin
Thohari;

Buku ‘“Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi” karya
Mahfud MD;

Buku “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” Karya
Kansil;

Buku “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, karya
Muhammad Igbal,;

Buku “Figh Siyasah” karya A. Djazuli;

Buku “Metodologi Penelitian” karya Sedarmayanti dan Hidayat;

Buku “Pengantar Penelitian Hukum” karya Soerjono Soekanto;

10) DI,

. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Kamus Bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia
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5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang mencakup
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Olehnya itu, studi
kepustakaan diawali dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku atau jurnal tentang: (konsep politik hukum, konsep siyasah
dusturiyyah, konsep hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kawasan tanpa rokok.

6. Teknik Analisis Data

Hal fundamental dalam metode ilmiah adalah analisis data. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan tiga langkah dalam melakukan analisis data.
Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, ada 3 (tiga) langkah analisis data,
yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu: semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum,
selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang
penting. Dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan
mudah dipahami.

2. Display Data, yaitu: teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang
diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.

3. Verifikasi Data, yaitu: teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti
dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannnya.
Pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi
dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya

akan ditemukan dengan mengelola data dilapangan.



28

Berdasarkan langkah-langkah analisis di atas, maka metode analisis data
pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan
melalui data informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan
gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian
awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi tentang bagian
formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul
dalam, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman
persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman transliterasi, dan
halaman-halaman lampiran. Bagian tesis disusun secara sistematis dalam lima
bab, yaitu:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang mana menjelaskan
tentang konsep awal penelitian. Bab ini membahas tentang: (a) latar belakang
masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian dan manfaat penelitian, (d)
kajian pustaka, () metode penelitian dan (f) sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian kerangka teoritik yang menjelaskan lebih
mendalam tentang teori politik hukum dan siyasah dusturiyyah. Pada bab ini
menjelaskan tentang defenisi, ruang lingkup atau wilayah kajian, dan contoh-
contoh penjelasan. Bab ketiga menggambarkan tentang gambaran umum dinamika
pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

%Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya), him. 234.
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Kemudian, bab keempat menyajikan analisa tentang Perdebatan
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kawasan Tanpa Rokok. Pada sajian ini digambarkan tentang dua kelompok yang
mendukung dan menolak tentang adanya kebijakan kawasan tanpa rokok dan
gambaran konfigurasi politik yang terjadi dalam pembentukannya oleh
pemerintah kota Yogyakarta. Selanjutnya, disajikan bagaimana perspektif siyasah
dusturiyyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa. Pada bab kelima ditampilkan uraian
kesimpulan mengenai apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain itu
disajikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. Bagian akhir tesis

memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Politik hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bermuara
pada sebuah konfigurasi politik yang bersifat demokratis yaitu konfigurasi
dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan tukar pendapat dalam
pembahasannya sehingga sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyyah yang
mengedepankan musyawarah dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Konfigurasi tersebut disebabkan oleh adanya dua kelompok yang
pro dan kontra akan hadirnya peraturan tersebut sehingga diskusi antara
DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk menetapkan Perda tersebut .

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok secara substansial sudah sesuai konsep siyasah dusturiyyah
yang mengedapankan nilai-nilai ajaran Islam dan hak-hak dasar manusia
seperti kepastian, persamaan, dan keadilan hukum. Peraturan daerah
tersebut berusaha menjaga dan melindungi kesehatan jiwa masyarakat
sekaligus mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar kehidupan

dapat berjalan dengan baik dan kondusif.
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Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah:

. Pemerintah Daerah Yogyakarta seyogyanya harus selalu memperhatikan
nilai-nilai musyawarah dan aspirasi rakyat secara komprehensif dalam
pembentukan peraturan daerah agar dapat berjalan dengan cepat sehingga
menghasilkan sebuah peraturan yang dapat memberikan sebuah kepastian
dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung
penciptaan sistem hukum yang baik.

. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya lebih gencar
melakukan ~ pembentukan  peraturan  perundangan-undangan  yang
berkonsepkan nilai-nilai Islam demi mendukung persamaan dan keadilan

hukum dalam menjaga dan melindungi masyarakat.
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